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PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 14 TAHUN 2006 

TENTANG 

PENGGUNAAN DANA KHUSUS NON ANGGARAN BANTUAN 
KEUANGAN REHABILIT ASI SARANA PRASARANA PERKOT AAN 

(INFRASTRUKTUR SALURAN/PLENGSENGAN DAN JALAN) 
PASCABANJIR 

TAHUN2006 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa guna pelaksanaan kegiatan yang didanai k.husus 
dari Dana Non Anggaran dan tertib administrasi penata­ 
usahaan serta pertanggungjawaban Dana Khusus Non 
Anggaran, maka perlu ditetapkan dan diatur pengguna­ 
annya; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu 
menuangkan ketentuan Penggunaan Dana Khusus Non 
Anggaran Bantuan Keuangan Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Perkotaan (Infrastruktur Saluran/Plengseng­ 
an dan jalan) Pasca Banjir Tahun 2� dalam suatu 
Peraturan W alikota Mojokerto. 

1. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam I ,ingkungan 
PropinsiJawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

3. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah 
Pengganti Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang­Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548) ; 

4. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 



Memperhatikan 

Menetapkan 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022) ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyu­ 
sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak­ 
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

9. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2004 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Barang Daerah. 

Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Oktober 2006 
Nomor: 900/13426/022/2006 perihal Bantuan Dana untuk 
Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan (Infrastruktur 
Saluran/ Plengsengan dan Jalan) Pasca Banjir Tahun 2006. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENG­ 
GUNAAN DANA KHUSUS NON ANGGARAN BANTUAN 
KEUANGAN REHABILITASI SARANA PRASARANA PER­ 
KOTAAN (INFRASTRUKTUR SALURAN/PLENGSENGAN 
DAN JALAN) P ASCA BANJIR T AHUN 2006 . 

Pasal 1 

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penggunaan Dana Non 
Anggaran Bantuan Keuangan Rehabilitasi Sarana Prasarana 
Perkotaan (Infrastruktur Saluran/Plengsengan dan Jalan) 
Pasca banjir Tahun 2006. 

Pasal 2 

(1) Sumber Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan 
Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan (Infrastruktur 
Saluran/Plengsengan dan Jalan) Pasca Banjir Tahun 
2006 berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2006; 

(2) Besar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyard lima 
ratus juta rupiah). 

Pasal 3 

(1) Dana Non Anggaran sebagaimana dim.aksud dalam. 
Pasal 2, harus dimasukkan dalam Rekening Khusus 
Dana Non Anggaran dan dipisahkan dari rekening 
yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Mojokerto ; 
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(2) Pencairan Dana Non Anggaran Bantuan Keuangan 
Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan (Infrastruktur 
Saluran/Plengsengan dan Jalan) Pasca Banjir Tahun 
2006, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
melaui tahapan (tenninj) dengan menerbitkan Cheque 
(Cek) oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
Kota Mojokerto; 

(3) Pengajuan setiap Terminj pembayaran harus disertai 
dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban 
fisik dan keuangan. 

Pasal 4 

Pertanggungjawaban Dana Non Anggaran Bantuan Ke­ 
uangan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan (Infrastruktur 
Saluran / Plengsengan dan Jalan) Pasca Banjir Tahun 2006 tidak 
melalui pertanggungjawaban Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, akan 
tetapi melalui Neraca Daerah dan Laporan Aliran Kas. 

Pasal 5 

Peraturan ini dapat dianggap sebagai Surat Keputusan Oto­ 
risasi atas Penggunaan Dana Non Anggaran Bantuan Ke­ 
uangan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan (Infrastruktur 
Saluran / Plengsengan dan Jalan) Pasca Banjir Tahun­2006. 

Pasal 6 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahan pengun­ 
dangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya 
dalam Betita Daerah Kota Mojokerto. 

; · Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal an101t1• 
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